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ABSTRAK 

 

Bantuan hukum adalah salah satu upaya mengisi hak asasi manusia terutama bagi 

lapisan termiskin masyarakat. Konstitusi menjamin hak setiap warga negara 

mendapat perlakuan yang sama di muka hukum, oleh karena itu negara 

bertanggung jawab memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin 

melalui Kanwil Kemenkumham yang merupakan perpanjangan tangan dari 

negara. Pada penelitian pertanyan yang akan dijawab adalah pertama terkait 

tentang bentuk tanggung jawab negara dalam pemberian bantuan hukum kepada 

masyarakat miskin di Indonesia ditinjau dari peraturan perundang-undangan, 

kedua bagaimana kinerja Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumatera Barat dalam 

memenuhi tanggung jawab negara serta permasalahan terhadap pemberian 

bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Penelitian ini menggunakan metode 

yuridis sosiologis (empiris) yaitu penelitian hukum yang menganalisis tentang 

penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, 

lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu 

atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan 

penerapan atau berlakunya hukum.. Adapun yang menjadi hasil dari penelitian ini 

yang pertama yaitu, peraturan mengenai bantuan hukum terdapat di setiap hierarki 

peraturan perundang undangan  dari Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 sampai dengan Peraturan Daerah secara khusus di atur 

ndalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum, kedua 

Kinerja Kanwil Sumatra Barat dalam memenuhi tanggung jawab negara dalam 

pemberian bantuan hukum sudah sesuai denga napa yang diperintahkan, 

permasalahan yang dihadapi yaitu jumlah OBH yang terakreditasi hanya sedikit 

dan tidak tersebar di seluruh wilayah Sumatera Barat, OBH yang tidak 

memaksimalkan kinerjanya dalam pemberian bantuan hukum. 
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